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 Hukum Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis sebagai 

respons terhadap perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi dalam 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan 

pembaruan hukum Islam di Indonesia dengan fokus pada sejarah 

perkembangannya, bentuk-bentuk pembaruan, serta faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kepustakaan melalui analisis berbagai sumber ilmiah seperti 

buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan dengan 

teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola perkembangan hukum serta 

adaptasi kontekstual hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembaruan hukum Islam terjadi melalui kodifikasi, lembaga fatwa, ijtihad 

kolektif, serta pendekatan maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan 

umat. Selain itu, perkembangan hukum Islam dipengaruhi oleh perubahan sosial, 

kemajuan teknologi, globalisasi, pluralisme hukum, dan kebutuhan kepastian 

hukum bagi umat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di 

Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang untuk tetap relevan dalam 

menjawab persoalan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar ajaran Islam. 

 

Kata kunci: 
Pembaruan hukum Islam, hukum 

Islam, hukum Islam Indonesia. 

© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel 

akses terbuka di bawah lisensi CC BY 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan 

dari dinamika sosial, budaya, politik, dan kebutuhan masyarakat muslim yang terus berubah. Hukum 

Islam di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

hadis, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengalami proses adaptasi, reinterpretasi, dan pembaruan 

agar sesuai dengan konteks keindonesiaan. Proses pembaruan ini dikenal dengan istilah tajdid atau 

reformasi hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab 

tantangan zaman modern. 

Secara historis, hukum Islam telah hadir di Indonesia sejak masuknya Islam melalui jalur 

perdagangan dan dakwah. Pada masa awal, hukum Islam lebih banyak dipraktikkan dalam bentuk 

hukum keluarga dan muamalah di tengah masyarakat. Namun, seiring perkembangan kolonialisme 

hingga kemerdekaan, posisi hukum Islam mengalami dinamika yang kompleks, mulai dari penerimaan, 

pembatasan, hingga integrasi ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks negara hukum 

Indonesia, hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan hukum adat dan hukum 

nasional (Muhammad Daud Ali, 2018) 

Dalam perkembangannya, pembaruan hukum Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran para intelektual muslim serta lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi salah satu bentuk konkret kodifikasi hukum 

Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Hal ini 

menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan 

masyarakat Indonesia modern (Abdurrahman Wahid, 2019).  

Selain itu, perkembangan hukum Islam juga tidak terlepas dari peran pendidikan tinggi Islam 

dan kajian akademik yang terus berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembaruan 

hukum Islam di Indonesia mengarah pada pendekatan kontekstual, yaitu memahami teks keagamaan 

dengan mempertimbangkan realitas sosial. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjawab isu-isu 
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kontemporer seperti ekonomi syariah, hak asasi manusia, gender, dan pluralisme hukum (Jaih Mubarok, 

2020). 

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan (gap analysis) dalam kajian pembaruan hukum 

Islam di Indonesia. Beberapa penelitian lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan historis, 

sementara kajian yang menyoroti implementasi hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat masih 

terbatas. Selain itu, dinamika globalisasi dan digitalisasi juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam 

kajian hukum Islam kontemporer. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif 

untuk melihat bagaimana hukum Islam terus beradaptasi dalam era modern (Nur Kholis, 2021). 

Berdasarkan hal tersebut, urgensi penelitian mengenai perkembangan pembaruan hukum Islam 

di Indonesia menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi 

juga memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap 

perubahan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus relevan sebagai pedoman hidup umat 

Islam di Indonesia tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain 

studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji 

secara mendalam perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui penelusuran berbagai 

literatur ilmiah, dokumen hukum, jurnal akademik, serta karya-karya ilmiah yang relevan. Pendekatan 

ini dipandang tepat karena objek kajian tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga menuntut analisis 

konseptual dan historis terhadap dinamika pembaruan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan 

hukum di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan model deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan konsep-

konsep dasar mengenai hukum Islam, kemudian menganalisis perkembangan, bentuk pembaruan, serta 

implementasinya di Indonesia. Melalui model ini, peneliti berupaya memetakan pola perubahan hukum 

Islam dari masa ke masa, termasuk pengaruh faktor internal seperti pemikiran ulama dan lembaga 

keagamaan, serta faktor eksternal seperti sistem hukum nasional dan perkembangan masyarakat 

modern. 

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu 

pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus kajian. Adapun 

kriteria tersebut meliputi: (1) kesesuaian isi dengan tema pembaruan hukum Islam di Indonesia, (2) 

kebaruan sumber dengan rentang tahun terbit 2015–2026, (3) kredibilitas sumber yang berasal dari 

jurnal ilmiah nasional, buku akademik, dan dokumen resmi, serta (4) kedalaman analisis yang 

membahas aspek teori, sejarah, dan implementasi hukum Islam. Dengan kriteria tersebut, data yang 

diperoleh diharapkan memiliki validitas dan akurasi yang tinggi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah 

berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen hukum seperti Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), fatwa MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum 

Islam di Indonesia. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan 

identifikasi, seleksi, dan klasifikasi data sesuai dengan kategori pembahasan, seperti konsep pembaruan 

hukum Islam, faktor pendorong pembaruan, serta bentuk implementasinya di Indonesia. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu 

metode yang digunakan untuk mengkaji isi teks secara sistematis dan objektif. Proses analisis dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam 

bentuk deskriptif naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar konsep yang 

ditemukan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana 

pembaruan hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam sistem hukum Indonesia. 

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang lebih 

valid dan konsisten. Selain itu, peneliti juga mengutamakan sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir 

agar hasil kajian tetap relevan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika pembaruan 

hukum Islam di Indonesia secara ilmiah dan sistematis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsep Dasar Hukum Islam dan Pembaruannya 

 Hukum Islam merupakan seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari wahyu Allah 

SWT yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui ijtihad ulama 

dengan menggunakan metode istinbath hukum seperti ijma’, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan 

berbagai pendekatan ushul fiqh lainnya. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif 

yang bersifat statis, melainkan sebagai sistem nilai yang memiliki dimensi dinamis dan adaptif terhadap 

perubahan sosial. Dalam kerangka ini, hukum Islam berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, mencakup hubungan vertikal dengan Allah (hablun minallah) dan hubungan horizontal antar 

sesama manusia (hablun minannas), sehingga memiliki cakupan yang luas dalam tatanan kehidupan 

individu maupun sosial (Busyro,2021) 

Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari realitas historis dan konteks 

sosial masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum Islam yang bersifat elastis dan 

terbuka terhadap interpretasi baru sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh 

karena itu, hukum Islam selalu mengalami proses interaksi dengan budaya, adat istiadat, serta sistem 

hukum yang berkembang di suatu wilayah tertentu, termasuk di Indonesia. Interaksi tersebut melahirkan 

bentuk hukum Islam yang khas dan kontekstual, yang dikenal sebagai hukum Islam yang hidup (living 

law), yaitu hukum yang tidak hanya berada dalam teks, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan 

masyarakat. 

Pembaruan hukum Islam merupakan proses intelektual dan metodologis yang dilakukan untuk 

menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum Islam dengan tuntutan zaman tanpa mengubah 

substansi ajaran yang bersifat qath’i. Pembaruan ini dikenal dengan istilah tajdid al-fiqh yang bertujuan 

untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer yang semakin 

kompleks. Dalam praktiknya, pembaruan hukum Islam dilakukan melalui reinterpretasi terhadap nash, 

penguatan pendekatan maqashid al-syariah, serta penggunaan metode ijtihad kolektif oleh lembaga 

keagamaan dan para ahli hukum Islam. Proses ini menjadi penting karena perkembangan masyarakat 

modern menghadirkan persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik 

(Juhaya S. Praja, 2022) 

Hakikat pembaruan hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengganti atau menghilangkan 

ketentuan syariat, melainkan untuk menghidupkan kembali semangat dasar hukum Islam yang 

berorientasi pada kemaslahatan manusia. Prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah) menjadi landasan 

utama dalam proses pembaruan, sehingga setiap perubahan hukum harus mempertimbangkan aspek 

keadilan, kesejahteraan, dan kebermanfaatan bagi umat. Dengan demikian, hukum Islam tetap memiliki 

daya hidup yang kuat dalam menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas normatifnya 

sebagai hukum yang bersumber dari wahyu. 

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum Islam berkembang seiring dengan kebutuhan 

masyarakat muslim yang hidup dalam negara dengan sistem hukum nasional yang plural. Hal ini 

mendorong lahirnya berbagai bentuk adaptasi hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, fatwa-

fatwa keagamaan, serta perkembangan hukum ekonomi syariah. Semua bentuk tersebut menunjukkan 

bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat kaku, melainkan terus mengalami proses pembaruan 

yang terarah, sistematis, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman (Syamsul Anwar, 2023 ) 

 

 Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang tidak dapat 

dilepaskan dari perjalanan masuknya Islam ke Nusantara serta interaksinya dengan sistem sosial, 

budaya, dan politik yang telah ada sebelumnya. Sejak awal kedatangannya melalui jalur perdagangan 

pada abad ke-13 Masehi, Islam tidak hanya membawa ajaran spiritual, tetapi juga membawa 

seperangkat nilai hukum yang kemudian beradaptasi dengan hukum adat yang telah mengakar di 

masyarakat. Dalam tahap awal ini, hukum Islam berkembang secara gradual melalui praktik keagamaan 

masyarakat tanpa adanya kodifikasi formal, sehingga bersifat praktis dan berbasis tradisi lokal. 

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh, dan 

Mataram Islam, hukum Islam mulai mendapatkan ruang yang lebih terstruktur dalam sistem 

pemerintahan. Hukum Islam tidak hanya digunakan dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam bidang 

muamalah, perkawinan, waris, dan peradilan. Pada fase ini, terjadi proses islamisasi hukum adat, di 

mana nilai-nilai Islam mulai menyatu dengan kebiasaan lokal sehingga melahirkan pola hukum yang 
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bersifat akomodatif. Namun demikian, penerapan hukum Islam pada masa ini masih sangat dipengaruhi 

oleh otoritas raja atau sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

Memasuki masa kolonial Belanda, perkembangan hukum Islam mengalami pembatasan yang 

signifikan. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum yang memisahkan antara hukum Islam, 

hukum adat, dan hukum Barat. Melalui teori receptie, hukum Islam dianggap berlaku apabila telah 

diterima oleh hukum adat. Kebijakan ini menyebabkan ruang gerak hukum Islam menjadi terbatas, 

terutama dalam bidang peradilan. Meskipun demikian, hukum Islam tetap hidup dalam praktik 

masyarakat, khususnya dalam aspek keluarga dan ibadah, serta dijalankan melalui lembaga peradilan 

agama yang terbatas kewenangannya. 

Setelah Indonesia merdeka, posisi hukum Islam mulai mengalami penguatan dalam sistem 

hukum nasional. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila memberikan ruang bagi hukum agama 

untuk berkembang, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang plural. Perkembangan 

penting terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang menjadi pedoman hukum Islam formal di Indonesia. KHI menjadi tonggak penting dalam sejarah 

pembaruan hukum Islam karena berhasil mengkodifikasikan berbagai pendapat fiqh ke dalam satu 

sistem hukum yang dapat digunakan secara nasional dalam bidang perkawinan, waris, dan wakaf. 

Pada era reformasi hingga saat ini, perkembangan hukum Islam semakin menunjukkan 

dinamika yang progresif. Hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek keluarga, tetapi juga 

berkembang dalam bidang ekonomi syariah, perbankan Islam, zakat, dan wakaf produktif. Kehadiran 

lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan berkembangnya industri keuangan syariah 

menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional. 

Perkembangan ini menandai bahwa hukum Islam di Indonesia terus mengalami transformasi dari 

hukum tradisional menuju hukum yang lebih modern, sistematis, dan terintegrasi dengan kebutuhan 

masyarakat kontemporer (Cik Hasan Basri, 2022). 

 

 Bentuk-bentuk Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 

Pembaruan hukum Islam di Indonesia berkembang melalui berbagai bentuk yang menunjukkan 

fleksibilitas sekaligus dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan sosial masyarakat. Bentuk-

bentuk pembaruan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga telah terimplementasi dalam sistem 

hukum nasional, lembaga keagamaan, serta praktik kehidupan umat Islam sehari-hari. Setiap bentuk 

pembaruan memiliki karakteristik dan peran masing-masing dalam memperkuat relevansi hukum Islam 

di era modern. Adapun bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut: 

 

Kodifikasi Hukum Islam 

Kodifikasi merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang dilakukan dengan menghimpun 

berbagai pendapat fiqh ke dalam satu dokumen hukum yang sistematis dan dapat dijadikan pedoman 

resmi. Di Indonesia, bentuk kodifikasi paling nyata adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

mengatur bidang perkawinan, waris, dan wakaf. Kodifikasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat muslim sekaligus memudahkan aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara. 

Fatwa Lembaga Keagamaan 

Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif ulama yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa berfungsi sebagai respon terhadap persoalan-persoalan 

kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab fiqh klasik, seperti ekonomi digital, 

fintech syariah, asuransi syariah, dan isu-isu sosial modern. Fatwa menjadi instrumen penting dalam 

pembaruan hukum Islam karena bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. 

Ijtihad Individual dan Kolektif 

Ijtihad merupakan upaya serius seorang mujtahid atau kelompok ulama untuk menetapkan hukum 

terhadap persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash. Dalam 

konteks modern, ijtihad tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara kolektif melalui forum 

ilmiah dan lembaga keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang lebih 

komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. 

Pendekatan Maqashid al-Syariah 

Pendekatan maqashid al-syariah merupakan salah satu bentuk pembaruan yang menitikberatkan pada 

tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan 

ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan 
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mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pendekatan ini banyak digunakan dalam menjawab isu-isu 

modern seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi syariah (Abdul Manan, 2021). 

 

Faktor-faktor Pendorong Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 

Adapun faktor-faktor pendorong pembaruan hukum Islam di Indonesia sebagai berikut: 

Perkembangan Sosial Masyarakat 

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang 

mendorong pembaruan hukum Islam. Munculnya pola kehidupan modern, perubahan struktur keluarga, 

urbanisasi, serta meningkatnya interaksi sosial lintas budaya menimbulkan berbagai persoalan baru 

yang membutuhkan jawaban hukum yang lebih kontekstual. Kondisi ini menuntut hukum Islam untuk 

mampu memberikan solusi yang sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang. 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak besar terhadap munculnya 

persoalan-persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. 

Perkembangan seperti transaksi digital, perbankan syariah berbasis teknologi, kecerdasan buatan, dan 

bioteknologi menuntut adanya ijtihad baru dalam hukum Islam. Hal ini mendorong para ulama dan 

cendekiawan muslim untuk melakukan penyesuaian hukum berdasarkan prinsip syariah yang relevan 

dengan kondisi modern. 

Globalisasi dan Interaksi Antarbudaya 

Globalisasi menyebabkan semakin terbukanya interaksi antarbangsa dan antarbudaya yang 

membawa pengaruh terhadap sistem nilai dalam masyarakat muslim. Perubahan ini menuntut hukum 

Islam untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas keislamannya. 

Dalam konteks ini, pembaruan hukum Islam menjadi penting agar tetap mampu menjawab tantangan 

global yang semakin kompleks. 

Sistem Hukum Nasional yang Bersifat Plural 

Indonesia memiliki sistem hukum yang plural, yaitu keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan 

hukum nasional yang berjalan secara berdampingan. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi agar 

tidak terjadi pertentangan antar sistem hukum. Oleh karena itu, hukum Islam perlu dikembangkan agar 

dapat terintegrasi secara proporsional dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia 

(Zainuddin Ali, 2021). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia, 

dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis yang memungkinkan terjadinya proses 

pembaruan seiring dengan perubahan zaman. Pembaruan tersebut tidak mengubah prinsip dasar syariat 

Islam, tetapi berupaya melakukan penyesuaian dan kontekstualisasi agar hukum Islam tetap relevan 

dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, hukum Islam di Indonesia 

mengalami perjalanan historis yang panjang, mulai dari masa awal masuknya Islam, masa kerajaan 

Islam, masa kolonial, hingga era kemerdekaan dan reformasi yang menunjukkan adanya transformasi 

signifikan dalam bentuk, kedudukan, dan penerapannya dalam sistem hukum nasional. 

Perkembangan pembaruan hukum Islam di Indonesia juga ditandai oleh munculnya berbagai 

bentuk implementasi seperti kodifikasi hukum, fatwa lembaga keagamaan, ijtihad kolektif, serta 

pendekatan maqashid al-syariah yang menekankan aspek kemaslahatan umat. Selain itu, faktor-faktor 

pendorong seperti perubahan sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

globalisasi, sistem hukum yang plural, serta kebutuhan kepastian hukum umat Islam menjadi pendorong 

utama dalam proses pembaruan tersebut. Seluruh faktor ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak 

bersifat stagnan, melainkan terus bergerak mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai proses 

intelektual dan sosial yang berkelanjutan dalam rangka menjaga relevansi hukum Islam di tengah 

perubahan zaman. Namun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat studi 

kepustakaan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan implementasi pembaruan hukum Islam 

secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang bersifat lapangan 

untuk melihat secara langsung efektivitas penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat serta 

respons sosial terhadap berbagai bentuk pembaruannya di Indonesia. 
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